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TAH
\UN 2010 NOMOR 14

PERAT
UII}%N WALIKOTA PADANG PANJANG
MOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

BAH
AN
ATAS LAMPIRAN I DAN pERUBAHAN KE
JANG NOMOR 1

N WALIKOTA PADANG PAN
RAN PENDAPATAN

TAH
UN2¢
10 TENTANG PENJABARAN ANGGA
A PADANG PANJANG

DAN

BELANJA DAERAH KOT
TAHUN ANGG 2010

AHA ESA

DEN
GAN RAHMAT TUHAN YANGM
PANJANG,

Menteri

WALIKOTA P ADANG
Surat dari
/MK.7/2010

menindaklanjuti
i r g-376
i pNSD

Keuangan Republik Indones!d om
tentang Dana Tam an Penghasilan bag!
dan Tunjangan profesi Gur¥ D kepad?
Provinsi, Kabupaten an Kota Tahun Ang8 ’
o 380/MK.7/2010 1A bengangeara A1S T
dan Perencanaan Dand percepat 2010 sertd Surat
Nomor 5.381/MK.7/2010 entang Pery2r

dan Penggunaan ana penguata” InfrastrUktur dzll:
Prasarana Daera prpD) Tahul 2010 B

atas Lampiran 1 020 [ Peraturdf walikot?
Panjang Nomor | Tahun 2010;

Men:
enlmbang
a. bahwa untuk



. bahwa berdasarkan pertimbanga

. Undang-Undang Nomor

. Undang-Undang

n sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
an atas lampiran

II;adang Panjang tentang Perubah
erubahan Kedua atas Lampiran 11 Peraturan Walikota
Tahun 2010 tentang

gad?ng Panjang Nomor I
enjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah

Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2010.

g Tahun
m Kota

1956 tentang
Pembentukan Daerah Otono Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi
(Lembaran Negara Republik [ndonesia )
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 962);

Bumi da embaran 1
n Bangunan (L ~han Lembaran

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tam imana
Negara Republik Indonesia Nomor 12), sebaga'}l:hwn
telah diubah dengan Undang-Undang Nomo? 12 19;4
1994 (Lembaran Negara Republik Indoness T bk
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RePY 1
Indonesia Nomor 3569);
ang B
ahun 1997 mbaran

. Undang-Undang Nomor 21 Taht unan (L€
an Bang Nomor 44,

l;erolehan Hak Atas Tan
egara Republik [ndonesia 1@ . No
Tambahan Lembaran Negaré Repubhk [ndonesi2
3688);

9 tentans

. Undang- 28 T
ndang-Undang Nomor Bersih 48" P%ooara
baran N

Pe an
nyelenggaraan Negard yans me (Lem ar
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E“dang-Undang Nomor ]; 'gz::un

euangan Negara (Lembara? €& para
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jg-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
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P
l:cli‘gind_aharann Negara (Lem

esi (
Necss ; TahL_m 2004 Nomor 3, Tambahan Lemb
g epubllk Indonesia Nomor 4355); "

Pembentuk {0 Tahun 2004 tentans
Nega:lm:l(]\an P?ratllrzlll Perundang-undangan (Lembamﬁ
Tal%b:‘ihqnelljljb]lk [ndonesia Tahun 2004 Nomor 53,
4389); an Lembaran Negard Republik [ndonesia Nomor
15 Tahun 2004

Ul
Peldan_g—Undang Nomor
meriksaan  Pengelolaan
ra

:;Ztlangz_m Negara (Lembaran
onesia Tahun 2004 Nomor 66,
or 4400);

Ne ¥ 1
gara Republik Indonesia Nom

§)
ndang-Undang Nomor 25

P
Rc;renczfnaan pPembangunan
Lepl:)bhk Indonesia Tahun 2 omor
mbaran Negara Republik (ndonesia N
4 tentang

r 32 Tahun .
oard Republlk

'U“da"g“Undang —
(Lembaran ega
amba an Lembaran

Daerah
N 2004 Nomor ==

cgara Republik [ndonesia omor 4437), 3
telah beberapa kali Jiubah ter jjr deng? Undang”
Undang Nomor 2 Tahun 008 (Lembar Negard
Repub“k Indonesia Tahun 2 omor Tambahan

Lembaran Negard Republik Indonesia Nomo
4 tentang

femerintahan
ndonesia Tahun

omor 33 intah
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Perimbangan K euangah antar
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Pemerintahan Daerah
004 Nomor 122

Indonesia Tahun
Negara Republik [ndonesia 0
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13.
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15.

16.

17,

18.

8 Tahun 2009 tentang Pajak

g:el‘fg:' dan Re}ribusi Daerah (Lembaran Negara
Les::; ik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
aran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 2

65 Tahun 2001 tentang
ara Republik [ndonesia
Lembaran Negara

gefaturan Pemerintah Nomor
Tajak Daerah (Lembaran Neg
ahun 2001 Nomor 118, Tambahan

Republik Indonesia Nomor 4138);
Tahun 2001 tentang

Peraturan Pemerintah Nomor 66
ublik [ndonesia

?etribusi Daerah (Lembaran
Rahun ?001 Nomor 119, ambahan Lembaran Negard
epublik Indonesia Nomor 4139);

ah Nomor 24 Tahu .
pimpinan dan

Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerd
200 Nomor 99,

%‘fegara Republik Indonesia
Nambahan Lembaran Negar a
omor 4416) sebagaimana tel peberapd

terakhir dengan Peratural pemerintah Nom0? 2 T;(')lgl;
2007 (Lembaran Negara Republik [ndonesia R‘:‘ *blik
Nomor 20, Tambahan Lembaran N ara RP

Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tah
Pengelolaan Keuangan an L ay ans? un 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia T2 g coublik
Nomor 48, Tambahan Cembaran NeE*”
Indonesia Nomor 4502);

0 tentang

Peraturan Pemerint

Peratu i or 24T
ran Pemerintah Nomt (Lembar

Standar Akuntansi P
Republik Indonesia Tahun
Lembaran Negara Repu i [ndoneSla
2005
g?fflturan pemerintah Nom! 54 Tg:PUblik In
injaman Daerah (Lem aran N ard 159
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24,
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n 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4574);

Perat i

Danam’agerl‘i';rgenntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Iod . angan (Lembaran Negara Re bli
onesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lenfl;lar;:

N .
egara Republik Indonesia Nomor 4575);

r 56 Tahun 2005 tentang

Peraturan Pemerintah Nomo
Daerah (Lembaran Negara
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Indonesia Nomor 4577);
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Lepubhk Indonesia Tahun 5005 Nomor 14 , Tambahat
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 5 tentant
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Indonesia Nomor 4585);
05 tentang
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Indonesia Tahun 20
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2 6 tentang
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Peraturan pemerintah Nom
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Negara Republik [ndonesia . In
Tambahan Lembaran Negara RePUbhk
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ah diuabah dengan Peraturan
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78, Tambahan
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4609), sebagaimana tel
Pemerintah Nomor 38 T
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4

Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negard Republik

Indonesia Nomor 461 4);

mor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri No
tentang Pedoman Pengelolaan Keuang Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter!
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor un 2((;0191
tentang Pedoman Penyusunan aran pendapatan ¢4
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

or 223/PMK. 07120

Dana
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uru Peg? Jan Kot
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ahun Anggaran 2009; 010
Peraturan l\%enteri mor 113/}; l\lilliégzllgana
Tahun 2010 tentang pedoman UM m dan[)aera
Penguatan Infrastruktur dan Prasaran?
Anggaran 2010;
07/2010
_l;z;]aturan Menteri Keuangah T‘:Jomol; L:m Me
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Tahun Anggaran 2010;
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

P .
eraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2010
Umum dan Alokasi

g::lnun 2010 tentang Pedoman
PNST)mira Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru
epada Daerah Propinsi, Kabupaten Kota Tahun

Anggaran 2010:

g gg%guran Daerah Kota Padang Panjang
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kena
jat Dewan Perwakilan

gekretariat Daerah dan Sekretar
Kakyat Daerah Kota Padang Panjang (Le

ota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D-1);
Nomor 2 Tahun

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang
rganisasi an Tata Kerja
ota Padang

ZDQOS tentang pembentukan O

mels Daerah di Lingkungan pemerintah K

anjang (Lembaran Daerah Kota padang Panjang Tahun

2008 Nomor 2 Seri D.2)

Peraturan Daerah Kota padang Panjang Nomor 3 Tahqn

2008 tentang pembentukan Organisasi an Tata Keud
hdi Lingkungal Pemerintah Kota

r

Lembaga Teknis Dacra Kota Padan
ofa

Padang Panjang (Lembaran a
3 Seri D.3):

Panjang Tahun 2008 Nomor
Peraturan Daerah Kotd padang Panjang Nom® ZTZZ:}Z
2008 tentang Pembentukar anisast dan T2 oo
Kecamatan di Lingkungah pemermtah ..ng Tahul
Panjang (Lembaran Daerah Kota padang panjang

2008 Nomor 4 Seri D-4);
. 5 Tahun
Peraturan Daerah Kot padang P anjané d Tr ata Kerid
2008 tentang pembentukan Organis®® 'y ota padang
Kelurahan di Lingkungah emenntah panjans Tahud
Panjang (Lembaran aerah Kota padang
2008 Nomor 5 Seri D.5); :
) of 8 Ta un
Peraturan Daerah Kot2 padang ¥ anJanlgO]I::nm Keuang?”
2008 tentang Pokok-pOkOk P eng:ng panjang Tahv?
paerah Kota P2 162

Daerah (Lembaran
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2008 Nomor 8 Seri E.2);

40. Pe
208 agtu::ntDaerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun
Daerah (‘;{g}g Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(Lembar PD) Kota Padang P anjang Tahun 2005-2025
an Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009

Nomor 11 Seri E.6);
Panjang Nomor 12 Tahun
angka Menengah
g Tahun 2008 -
panjang Tahun

4],
g g(r)zguran Daerah Kota Padang
Dae ;]entang Rencana Pembangunan J
20!3“1 (RPJMD) Kota Padang Panjan
200 (Lembaran Daerah Kota Padang
9 Nomor 12 Seri E.7);
42,
gg;iguran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun
" tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dota Padang Panjang Tahun Anggaras 2010 (Lembaran
aerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 1.5efl-

AD;
r l Tahun

43,
Peraturan Walikota Padang Panjang
Anggaran

EO:O tentang  Penjabaran
2;1?)'].'8 Daerah Kota padang Panjang °2 2010
N (Berita Daerah Kota padang Panjané Tahu?
P()mor 1 Seri A.1); sebagaimana telah dnubah de:fa::
23:éguran Walikota Padang Panjang Nomor * T

MEMUTUSKAN :
G PANJANG

TE
NTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAT 1

P
Pf:ﬁg-':AHAN KEDUA
NOMOURAN WALIKOTA
ANGG :R}x TAHUN 2010 T AIleANG
DA N PENDAPAT
ANERAH KOTA PADANG pANJANG
GARAN 2010.
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PASALI

Merub )
ubah atas Lampiran I dan merubah kedua atas Lampiran
Nomor | Tahun 2010

I
I Peraturan Walikota Padang Panjang
ndapatan dan Belanja

t .
Dacra Penjabaran Anggaran P¢
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2010.
pPASALII
D .
p:r';%a“ d'telagkannya Peraturan ini, maka Lampiran [ dan I
tent uran Walikota padang Panjang Nomor 1 Tahun 2010
Da ang Penjabaran Anggaran endapatan dan Belanja
da erah Kota Padang Panjang Tahun Anggarat 2010 dicabut
n dinyatakan tidak berlaku.
pASAL I
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2010.
Agar setiap orang mengetahuinya, erintahlkan
%en.g"“dangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
erita Daerah Kota Padang panjang
Ditetapkan di padang panjang
010
pada tanggd . 18 Agustus 2
G,
WALIKOTA pADANG pANIAN
dto
SUIR syAM
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sEKRET"*RIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

ALI ASMAR 4
NOMOR 1
DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2010
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